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Abstract

Although the authority of notaries in the registration of privately made documents
(waarmerking) has been regulated in Article 15 paragraph (2) of Law Number 2 of 2014
concerning the Position of Notary (UUJN), studies on the legal implications for the
notarial office when a forged signature is found in the registered document remain
limited. This study aims to analyze the authority of notaries in the implementation of
waarmerking and to examine the legal implications and limits of notarial liability when
signature forgery occurs in a privately made document. This study used a normative
legal method with statutory and conceptual approaches. The primary legal materials
included the Indonesian Civil Code and the UUJN, while the secondary legal materials
included relevant legal literature, journals, and scholarly works. The data were analyzed
qualitatively. The results showed that the authority of notaries in waarmerking is limited
to administrative registration, namely providing certainty of date (date certain) without
verifying the authenticity of the signature or the truth of the document’s contents.
Therefore, legal responsibility for signature forgery principally rests with the perpetrator
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of the forgery, whereas a notary cannot be held liable as long as the notary has acted
within their authority without any element of intent, negligence, or involvement. These
findings contribute to the development of notarial law, particularly regarding the limits
of liability and legal protection for notaries. The conclusion of this study emphasizes
the importance of preventive and repressive legal protection for notaries in the
implementation of waarmerking. The implications of this study include theoretical
contributions to the development of literature on notarial liability as well as practical
implications for notaries, legislators, and the public in clearly understanding the limits
of notarial responsibility in the registration of privately made documents.

Keywords: Legal Protection; Notary; Waarmerking, Privately Made Document;
Signature Forgery

Abstrak: Meskipun kewenangan notaris dalam pendaftaran surat di bawah tangan (waarmerking) telah
diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
(UUJN), kajian mengenai implikasi hukum terhadap jabatan notaris apabila terdapat pemalsuan tanda
tangan dalam surat yang didaftarkan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kewenangan notaris dalam pelaksanaan waammerking serta mengkaji implikasi hukum dan batas
pertanggungjawaban notaris apabila terjadi pemalsuan tanda tangan dalam surat di bawah tangan.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata dan UUJN, sedangkan bahan
hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Data dianalisis
secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam waarmerking bersifat
terbatas pada pendaftaran administratif, yaitu memberikan kepastian tanggal (date certain) tanpa
memverifikasi keaslian tanda tangan maupun kebenaran isi surat. Oleh karena itu, tanggung jawab
hukum atas pemalsuan tanda tangan pada prinsipnya berada pada pihak pelaku pemalsuan, sedangkan
notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang telah bertindak sesuai kewenangannya
tanpa unsur kesengajaan, kelalaian, atau keterlibatan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap
pengembangan hukum kenotariatan, khususnya mengenai batas pertanggungjawaban dan
petlindungan hukum bagi notaris. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan
hukum preventif dan represif bagi notaris dalam pelaksanaan waammerking. Implikasi penelitian
mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur tanggung jawab notaris serta implikasi
praktis bagi notaris, pembentuk undang-undang, dan masyarakat agar memahami secara jelas batas
tanggung jawab notaris dalam pendaftaran surat di bawah tangan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Notaris; Waarmerking, Surat Di Bawah Tangan; Pemalsuan Tanda
Tangan

PENDAHULUAN

Isu penelitian ini berawal dari kedudukan negara Indonesia sebagai negara hukum
yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh warganya.
Prinsip ini menuntut adanya alat bukti yang jelas untuk menentukan hak dan kewajiban
seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat (Sugita, 2024). Dalam kerangka ini,

notaris memegang peranan sentral sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk
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membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15
UUJN, termasuk membukukan surat di bawah tangan dalam buku khusus atau yang dikenal

dengan istilah waarmerking (Putri, 2025) (Sirait & Djaja, 2023)

Fenomena yang menjadi perhatian adalah praktik waarmerking yang  sering
disalahpahami oleh masyarakat sebagai bentuk pengesahan yang memberikan kekuatan
hukum setara akta autentik. Waarmerking merupakan pencatatan surat di bawah tangan yang
telah ditandatangani sebelumnya oleh para pihak, berbeda dengan legalisasi yang dilakukan
di hadapan notaris (Nanda et al., 2023); (Chairunnisa, 2020)). Dalam waarmerking, notaris
tidak menyaksikan proses penandatanganan, sehingga notaris tidak mengetahui secara
langsung siapa yang menandatangani dokumen dan tidak dapat menjamin keaslian tanda
tangan yang tercantum di dalamnya (Entin et al., 2023) Kondisi ini menjadi problematis
ketika kemudian ditemukan adanya pemalsuan tanda tangan dalam surat yang telah
didaftarkan. Notaris berpotensi dimintai pertanggungjawaban, baik secara perdata, pidana,
maupun administratif, meskipun kewenangannya terbatas pada pencatatan administratif

(Qodarrahman et al., 2022); (Munib et al., 2024)

Argumentasi akademik dalam penelitian ini dibangun di atas teori perlindungan
hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang membedakan perlindungan hukum
preventif (untuk mencegah terjadinya pelanggaran) dan represif (untuk menyelesaikan
sengketa yang telah terjadi) (Mozin, 2024); (Setiawan, 2026). Dalam konteks jabatan notaris,
petlindungan preventif terwujud melalui pengaturan norma dan pembatasan kewenangan
yang jelas dalam UUJN, sementara perlindungan represif diberikan melalui mekanisme
hukum yang tersedia seperti pengadilan dan Majelis Kehormatan Notaris (Wijaya & Baraba,
2023); (Rahmawati & Diamantina, 2026). Teori ini diperkuat dengan teori kepastian hukum
dari Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum harus mengandung asas kepastian
hukum  (rechtmatigheid), keadilan hukum (gerectzgheif), dan kemanfaatan hukum (w#ility)
(Anisyaniawati et al., 2024), serta teori tanggung jawab hukum dari Hans Kelsen yang
menyatakan bahwa tanggung jawab hukum muncul sebagai konsekuensi dari pelanggaran
terhadap kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh norma hukum (Anisyaniawati et al.,

2024)

Penelitian sebelumnya yang relevan masih terbatas pada aspek kekuatan pembuktian
dan tanggung jawab umum notaris. (Entin et al., 2023) menganalisis tanggung jawab notaris

atas dokumen di bawah tangan yang tanda tangannya dipalsukan, namun belum secara
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mendalam mengkaji perlindungan hukum bagi jabatan notaris. (Hikma, 2025) meneliti
pelaksanaan kewenangan notaris terhadap waarmerking akta di bawah tangan di Kabupaten
Gowa dengan lebih menekankan pada legalitas hukum dan tanggung jawab notaris.
Sementara (Putra, 2026) membandingkan kekuatan pembuktian akta yang dilegalisasi dan di-
waarmerking. Penelitian (Trifani & Fitriasih, 2022) mengkaji peran notaris sebagai pihak ketiga
dalam perjanjian di bawah tangan yang di-waarmerking, namun belum mengulas secara spesifik
implikasi hukum pemalsuan tanda tangan terhadap jabatan notaris. Kesenjangan penelitian
(research gap) yang diidentifikasi adalah belum adanya kajian komprehensif yang secara khusus
menganalisis implikasi hukum terhadap jabatan notaris dan bentuk perlindungan hukumnya
apabila terjadi pemalsuan tanda tangan dalam surat di bawah tangan yang di-waarmerking,
dengan menggunakan pendekatan teori kewenangan dan teori tanggung jawab hukum secara

terintegrasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap implikasi hukum bagi
jabatan notaris, bukan sekadar kekuatan pembuktian akta, serta kajian mengenai bentuk
perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris. Landasan teori yang digunakan
meliputi teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, teori kepastian hukum dari
Gustav Radbruch, dan teori tanggung jawab hukum dari Hans Kelsen, yang diintegrasikan
untuk menganalisis batas kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam waarmerking. Fokus
dan tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis kewenangan Notaris sebagai pejabat dalam
pendaftaran surat di bawah tangan (waarmerking); dan (2) Menganalisis implikasi hukum pada
jabatan Notaris menurut UUJN terhadap surat di bawah tangan yang didaftarkan

(waarmerking) yang tanda tangannya dipalsukan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normmative legal research)
yang berfokus pada analisis norma hukum tertulis untuk mengkaji perlindungan hukum
terhadap jabatan notaris dalam me-waarmerking akta di bawah (Erliyani, 2020). Pendekatan
penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan
dengan menelaah ketentuan dalam KUHPerdata dan UUJN, sementara pendekatan
konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti waarmerking,

perlindungan hukum, dan tanggung jawab notaris(Marzuki, 2017)
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Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran
lengkap tentang suatu keadaan hukum, mengidentifikasi masalah, melakukan penalaran
hukum, dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Mertokusumo, 2007). Sebagai
penelitian hukum normatif, penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum tertulis untuk
mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap jabatan notaris dalam me-waarmerking akta

di bawah tangan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 No.23) dan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah,
artikel, dan karya tulis yang relevan dengan permasalahan penelitian (Soekanto & Mamudji,
2015). Bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (/brary research) terhadap
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Erliyani, 2020) Teknik analisis bahan hukum
menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif. Analisis
dilakukan dengan menafsitkan dan mensistematisasikan norma-norma hukum yang
mengatur kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam waarmerking, serta mengkaji

implikasi hukum dari pemalsuan tanda tangan terhadap jabatan notaris.

HASIL

Hasil analisis menunjukkan bahwa kewenangan Notaris
dalam waarmerking sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN bersifat terbatas
pada tindakan administratif membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya
dalam buku khusus. Dalam pelaksanaan waarmerking, Notaris hanya mencatat dokumen yang
telah ditandatangani sebelumnya oleh para pihak ke dalam buku register khusus dan
memberikan kepastian tanggal pendaftaran (date certain), tanpa menyaksikan proses
penandatanganan dan tanpa memverifikasi keaslian tanda tangan para pihak (Hikma, 2025)
(Chairunnisa, 2020). Waarmerking tidak mengubah status surat di bawah tangan menjadi akta
autentik; surat tersebut tetap berkedudukan sebagai akta di bawah tangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1874 KUHPerdata (Laksana & Mahadewi, 2023); (Lubis &

Halimahtusadiah, 2024). Dengan demikian, kekuatan pembuktiannya tidak sama dengan akta
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autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris (Fauziannor et al., 2025); (Suwarjono et

al., 2023)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika ditemukan pemalsuan tanda tangan
dalam surat yang telah di-waarmerking, tanggung jawab hukum pada prinsipnya berada pada
pihak yang melakukan pemalsuan (Entin et al.,, 2023); (Munib et al., 2024). Notaris tidak
dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sepanjang
pelaksanaan waarmerking dilakukan sesuai dengan ketentuan UUJN dan tidak terdapat unsur
kesengajaan, kelalaian, atau keterlibatan Notaris dalam tindakan pemalsuan tersebut
(Qodarrahman et al., 2022); (Rahmaini et al., 2025). Hal ini didasarkan pada teori tanggung
jawab hukum Hans Kelsen yang menyatakan bahwa tanggung jawab hukum hanya muncul
sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh
norma hukum (Martinelli et al., 2025); (Hanifah et al., 2024). Karena kewajiban Notaris
dalam waarmerking tertbatas pada pencatatan administratif, maka tanggung jawabnya juga

terbatas pada tindakan administratif tersebut (Wardhani & Julianti, 2020); (Trifani & Fitriasih,
2022).

Perlindungan hukum bagi notaris diberikan dalam dua bentuk. Pertama,
petlindungan preventif yang diwujudkan melalui pengaturan norma dan pembatasan
kewenangan yang jelas dalam UUJN, serta mekanisme pengawasan melalui Majelis Pengawas
Notaris (Setiawan, 2026); (Rahmawati & Diamantina, 2026). Kedua, perlindungan represif
yang diberikan melalui mekanisme hukum perdata, pidana, dan administratif yang
mensyaratkan pembuktian adanya kesalahan (sehu/d) pada diri notaris, serta melalui
keberadaan Majelis Kehormatan Notaris yang berfungsi sebagai filter dalam proses
pemanggilan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN (Wijaya & Baraba, 2023);
(Sirait & Dijaja, 2023)

Tabel 1. Perbandingan Akta Autentik, Legalisasi, dan Waarmerking

Aspek . Byt ;
Perbedaan Akta Autentik Legalisasi Waarmerking

Definisi Dokumen yang dibuat | Pengesahan tanda tangan Pencatatan surat di bawah
oleh/di hadapan pejabat |pada surat di bawah tangan | tangan ke dalam buku
umum berwenang khusus

Pembuat Notaris  atau  pejabat| Para pihak sendiri (Nanda et|Para pihak sendiri

Dokumen umum yang berwenang|al., 2023) (Hikma, 2025)
(Oemar, 2024)

Kehadiran Wajib hadir di hadapan|Wajib hadir di hadapan|Tidak wajib hadir (bisa

Para Pihak Notaris (Putri et al,|Notaris (Chairunnisa, 2020) |dititipkan)  (Trifani &
2022) Fitriasih, 2022)
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Aspek : et :
Perbedaan Akta Autentik Legalisasi Waarmerking
Kepastian Pasti benar milik para|Pasti benar milik para pihak|Tidak dijamin oleh Notaris
Tanda Tangan |pihak (Sirait & Djaja, (Nanda et al., 2023) (Entin et al., 2023)
2023)
Tanggung Kebenaran  isi  dan|Hanya kebenaran tanda
Jawab Notaris |formalitas dokumen |tangan dan identitas
(Wibowo et al., 2022) (Laksana & Mahadewi, 2023)
PEMBAHASAN

Analisis terhadap kewenangan notaris dalam waarmerking menunjukkan bahwa
kewenangan tersebut bersifat atributif, yaitu pemberian kewenangan yang bersifat asli oleh
pembentuk undang-undang kepada notaris (Jiwantara et al., 2022). Sifat atributif ini berarti
bahwa notaris dalam menjalankan waarmerking tidak bertindak berdasarkan kehendaknya
sendiri atau pelimpahan dari lembaga lain, melainkan menjalankan kewenangan yang secara
langsung diberikan oleh negara melalui undang-undang. Akibat hukum dari sifat atributif
tersebut adalah bahwa tanggung jawab notaris dalam waarmerking juga dibatasi oleh ruang
lingkup kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (Trifani & Fitriasth, 2022);
(Borman, 2019)

Penemuan bahwa notaris tidak bertanggung jawab atas keaslian tanda tangan
dalam waarmerking sejalan dengan fungsi waarmerking itu sendiri, yaitu memberikan date
certain (kepastian tanggal), bukan signature certain (kepastian tanda tangan) (Chairunnisa, 2020);
(Ita Lestari, 2024). Dalam waarmerking, yang dijamin oleh notaris hanyalah bahwa pada
tanggal tertentu dokumen tersebut telah didaftarkan dalam buku register notaris. Notaris
tidak menjamin bahwa tanda tangan yang tercantum dalam dokumen adalah asli atau bahwa

para pihak benar-benar memahami isi dokumen (Hikma, 2025); (Hafiz et al., 2025)

Temuan bahwa tanggung jawab hukum atas pemalsuan berada pada pihak pelaku
pemalsuan menunjukkan bahwa dokumen yang di-waarmerking tetap merupakan akta di
bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya bergantung pada pengakuan para pihak (Lubis
& Halimahtusadiah, 2024); (Syamsiah, 2026). Jika salah satu pihak menyangkal tanda
tangannya (ontkennen), maka beban pembuktian (bewislas?) jatuh pada pihak yang

menggunakan surat tersebut untuk membuktikan keaslian tanda tangan, misalnya melalui uji

laboratorium forensik (Nanda et al., 2023); (Rahmadhani, 2020) Hal ini sejalan dengan
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ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan suatu

hak, wajib membuktikan adanya hak tersebut.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Hikma, 2025) yang menyimpulkan bahwa
notaris tidak memiliki tanggung jawab terhadap akta di bawah tangan yang telah di-
waarmerking karena notaris hanya sekedar mendaftarkan dalam buku khusus, dan tanggung
jawab para pihak telah ada pada saat proses penandatanganan akta. Hal ini juga sejalan dengan
penelitian (Entin et al., 2023) yang menyatakan bahwa peran notaris dalam waarmerking surat
perjanjian di bawah tangan hanya sebatas administratif, yaitu mencatat dan mendaftarkan
surat dalam buku register tanpa menilai atau menjamin isi dokumen tersebut. Hasil penelitian
ini juga memperkuat temuan Soedewo (2004) yang menyatakan bahwa dalam waarmerking,
notaris hanya mengesahkan bahwa akta di bawah tangan tersebut telah ada pada tanggal di-

waarmerking, sehingga terhadap notaris tidak dapat diajukan tuntutan.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus analisis yang lebih
mendalam terhadap implikasi hukum pada jabatan notaris dan bentuk perlindungan hukum
yang dapat diberikan, serta penggunaan teori kewenangan dan teori tanggung jawab hukum
secara terintegrasi. Penelitian ini juga mengkonfirmasi teori perlindungan hukum Philipus M.
Hadjon bahwa perlindungan hukum preventif dan represif sangat penting bagi notaris dalam
menjalankan jabatannya (Setiawan, 2026) ; (Mozin, 2024). Dalam konteks waarmerking,
petlindungan preventif terwujud melalui kejelasan norma dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang
membatasi kewenangan notaris, sementara perlindungan represif terwujud melalui
mekanisme pembuktian kesalahan dalam hukum perdata dan pidana (Wijaya & Baraba,

2023); (Sirait & Djaja, 2023).

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah penguatan konsep perlindungan hukum
bagi notaris dalam menjalankan kewenangan waarmerking. Penelitian ini menunjukkan bahwa
teori perlindungan hukum preventif dan represif dari Philipus M. Hadjon dapat diterapkan
secara konkret dalam konteks jabatan notaris. Perlindungan preventif diwujudkan melalui
pengaturan norma yang jelas dalam UUJN, sementara petlindungan represif diwujudkan
melalui mekanisme hukum yang mensyaratkan pembuktian adanya kesalahan pada diri
notaris. Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menekankan

pentingnya kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum (Anisyaniawati et al., 2024).

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi notaris agar tetap

menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam menjalankan waarmerking,
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meskipun kewenangannya terbatas. Prinsip kehati-hatian ini merupakan konsekuensi dari
kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang wajib bertindak amanah, jujur, seksama, dan
tidak berpihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN (Maharani, 2022);
(Putri, 2025); (Sinaga, 2015). Notaris disarankan untuk melakukan pengecekan terhadap isi
akta dan menolak waarmerking apabila isinya bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan atau merugikan salah satu pihak (Nai et al., 2020); (Khafit Prasetyo et al., 2024).
Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa waarmerking tidak
memberikan jaminan keaslian tanda tangan, sehingga masyarakat perlu lebih berhati-hati dan

memahami perbedaan antara waarmerking dan legalisasi (Hafiz et al., 2025); (Syamsiah, 2020).

Bagi pembentuk undang-undang, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk
merumuskan secara lebih eksplisit batasan tanggung jawab notaris dalam waarmerking guna
memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan mencegah terjadinya kriminalisasi
terthadap jabatan notaris (Qodarrahman et al., 2022); (Rahmaini et al., 2025). Ketentuan
mengenai sanksi terhadap notaris yang melanggar UUJN, sebagaimana diatur dalam Pasal 16
ayat (1) dan Pasal 17 UUJN, perlu diperjelas kaitannya dengan tanggung jawab notaris
dalam waarmerking (Salsabila et al., 2024); (Safira, 2025)

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan metode hukum normatif yang
hanya menganalisis norma hukum tertulis tanpa melakukan wawancara atau observasi
langsung terhadap praktik waarmerking di lapangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk
menggunakan metode penelitian empiris dengan melibatkan notaris, hakim, dan pihak-pihak
terkait untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif ~mengenai
implementasi waarmerking dan perlindungan hukum bagi notaris dalam praktik (Ghani et al.,
2025) ;(Pratama & Astariyani, 2025). Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji perbandingan
pengaturan waarmerking di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem hukum i/ law,
serta menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan tanggung jawab
notaris dalam waarmerking (Umbas, 2017; Ikstian, 2024). Selain itu, penelitian tentang
perlindungan hukum notaris dalam era digital, khususnya terkait dengan ¢yber notary dan tanda
tangan elektronik, juga menjadi arah penelitian yang relevan ke depan (Fitcanisa & Azheri,

2023).
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KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan Notaris dalam waarmerking terbatas
pada pendaftaran dan pencatatan surat di bawah tangan ke dalam buku khusus guna
memberikan kepastian tanggal (date cerfain). Notaris tidak memiliki kewenangan untuk
memverifikasi keaslian tanda tangan maupun kebenaran isi dokumen yang didaftarkan.
Apabila ditemukan pemalsuan tanda tangan dalam surat yang telah di-waarmerking, maka
tanggung jawab hukum berada pada pihak yang melakukan pemalsuan. Notaris tidak dapat
dimintai pertanggungjawaban sepanjang bertindak sesuai kewenangan yang diberikan oleh
UUJN dan tidak terlibat dalam tindakan pemalsuan tersebut. Perlindungan hukum terhadap
jabatan Notaris menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan

kewenangan waarmerking.

Kontribusi penelitian ini terhadap ilmu hukum, khususnya hukum kenotariatan,
adalah penguatan konsep perlindungan hukum bagi jabatan notaris dalam pelaksanaan
kewenangan waarmerking. Penelitian ini mengintegrasikan teori perlindungan hukum
(Philipus M. Hadjon), teori kepastian hukum (Gustav Radbruch), dan teori tanggung jawab
hukum (Hans Kelsen) untuk menganalisis batas kewenangan dan tanggung jawab notaris.
Penelitian ini juga memberikan kontribusi metodologis dengan menggunakan pendekatan
normatif yang komprehensif untuk menganalisis implikasi hukum pemalsuan tanda tangan
terthadap jabatan notaris. Hasil penelitian ini memperkaya literatur hukum kenotariatan,
khususnya mengenai waarmerking dan perlindungan hukum bagi notaris sebagai pejabat

umum.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, direkomendasikan agar penelitian
selanjutnya: (1) melakukan penelitian empiris mengenai implementasi waarmerking dan
perlindungan hukum bagi notaris dalam praktik dengan melibatkan notaris, hakim, dan pihak
terkait; (2) mengkaji perbandingan pengaturan waarmerking di Indonesia dengan negara lain
yang memiliki sistem hukum cvi/ law; (3) menganalisis putusan-putusan pengadilan yang
berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam waarmerking untuk mengidentifikasi pola dan
konsistensi putusan; (4) merumuskan secara lebih eksplisit batasan tanggung jawab notaris
dalam waarmerking guna memberikan kepastian hukum yang lebih jelas; dan (5) mengkaji
perlindungan hukum notaris dalam era digital, khususnya terkait dengan ¢yber notary dan tanda

tangan elektronik.
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